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PERATURAN BUPATI PURWORF^IO
NOMOR 

'l 
TAHUN r2l

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KEzuA DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN

TENAGA KER,.IA KABUPATEN PURWORE.IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORE.IO,

Menimbang: batrwa untuk melaksanat<an ketentuan Pasal 10
Peraturan Daeratr Kabupaten R.rmtorejo Nomor 4 Tahun
2O2l tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Rrnnrorejo, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan F\rngsi, serta Tata Keda Dinas
Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja I(abupaten
hurnrorejo;

Mengingat : l. lasal- --|8_ Syat {6} Undan^g-Undang Dasar Negala
Republik Indonesia Tatrun L945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun l95O tentang
Pembenhrkan Daerah-daeratr l(abupaten Dalam
Linglnrngan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambatran
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

j$"fiffil
Indonesia Tatrun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731;

4. Perattrran Pemerintah Nomor 18 Tatrun 2Ot6 tentang
Perangtrat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL6 Nomor lL4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan
Pemerintatr Nomor 72 Tahrn 2Ol9 tentang Penrba?ran
Atas Peraturan Pemerintatr Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat daeratr (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor L87, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO2l;
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
@erita Negara Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah l(abupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2O2l tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Iembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4
Seri D Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KER^IA DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KER.'A KABUPATEN PURWORE.IO.

BAB I

KETEI'ITUAN UMUM

Pasal 1

Datam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah I(abupaten Puurorejo.

Urusan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Dinas dan Tenaga Kerja, yang

selanjutnya disingkat D adalah Dinas
dan Tenaga Kerja

7. Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, yang
selanjutnya disebut Kepala DINPERINTRANSNAKER, adalah Kepala
Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja I(abupaten

8. Sekretariat adalah Sekretariat pada DINPERINTRANSNAKER.
9. Sekretaris DINPERINTRANSNAKER yang selanjutnya disebut

Sekretaris adalah Sekretaris DINPERINTRANSNAKER.
1O. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DINPERINTRANSNAKER.

2. Pemerintahan Daerah adalah
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ll.Kepala Subbagian adalah KepaLa Subbagian pada

12. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan
tugas dan fungsi koordinasi serta kegiatan sesuai
bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata
kerja instansi.

13. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unit
kerja pada D yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu
pada Dinas.

14. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala
UPI, adalah kepala unit kerja pada DINPERINTRANSNAKER yang
melaksanakan kegiatan teknis dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu pada Dinas.

l5.Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

16. Jabatan Frrngsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut
Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

m

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

(1)

Pasal 2

DINPERINTRANSNAKER berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepa.da Bupati melalui Selrretaris Daerah.

(2) DINPERINTRANSNAKER dipimpin oleh Kepala
DINPERINTRANSNAKER.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

DINPERINTRANSNAKER mempunyai tugas membantu Bupati dalam
urusan pemerintahan

Tenaga Kerja serta Energr dan Sumber Daya Mineral
sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi

kerja serta energi dan sumber
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Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
menyelenggarakan fu ngsi:

a. perumusan keb[jakan teknis bidang perindustrian, transmigrasi,
tenaga kerja, serta energi dan sumber daya mineral;

kebiiakan teknis bidang
tenaga kerja, serta energi dan sumber daya mineral;
evaluasi dan pelaporan bidang

b.

c.

d.

e.

transmigrasi, tenaga kerja serta energi dan sumber daya mineral;
administrasi dan kesekretariatan kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan DINPERII,ITRANSNAKER;dan
tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

Pasal 6

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI
Bagran Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi DINPERINTRANSNAKER, terdiri atas:
a. KepaIaDINPERINTRANSNAKER;
b. Sekretariat;
c. Bidang
d. Bidang Tenaga Kerja dan
e. UPT;dan
f. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi DINPERII,ITRANSNAKER sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupa-kan bagan
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala DINPERII'ITRANSNAKER

Kepala
ayat (1) huruf a mempunyai tugas tugas dan
fungsi DINPERINTRANSNAKER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dan Pasal 4.
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a.
b.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala DINPERINTRANSNAKER.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Selrretariat sebegeimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi dalam pefl.rmusan
kebijakan teknis dan
memberikan dukungan

tugas bidang, serta
pada seluruh unit organisasi

dilingkungan DINPERII'ITRANSNAKER.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretariat fungsi:

pengoordinasian penyiapan perumusan kebiiakan teknis;
tugas-tugas bidang g{-ar€t

terpa.du;
pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian
administrasi umum dan kepegawaian;

d. penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian
administrasi perencErnaan dan keuangan; dan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DINPERINTRANSNAKER sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 1O

(1) Susunan Selrretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf b, terdiri atas :

a Subbagian Umum dan Kepegawaian;dan
b. Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin
oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
jawab kepada Sekretaris.

(3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hrruf b,
pejabat fungsional yang berrugas melaksanakan

koordinasi serta kegiatan urusan perencanaan dan
keuangan melalui penetapan sebagai Subkoordinator Perencanaan
dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
e.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangrrya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas sebagai Subkoordinator.

Pasal 11

Subbagian Umum dan mempunyai tugas melakukan
bahan perumusan dan kebiiakan teknis,

pelayanan dan administrasi di bidang umum dan
kepegawaian yang meliputi :

administrasi barang milik daerah;
administrasi umum;
pengadaaan barang milik daerah;

Jasa;
pemeliharaan barang milik daerah;

menyelenggarakan administrasi kepegawaian;dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberilran oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subkoordinator Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melakukan penlnapan bahan perumusan dan pelaksanaan keb{jakan

administrasi di bidangteknis,
perencanaan dan keuangan yang meliputi :

perencarnaan, penganggaran, dan evaluasi
kinerja;

kinerja;
administrasi keuangan;

menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah;dan
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagan Keempat
Bidang Perindustrian

Pasal 13

(1) Bidang Perindustrian berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala DINPERINTRANSNAKER.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Kepala Bidang.

dan

a.

b.
c.
d.
e.
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Pasal 14

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
perumusan kebljakan teknis,mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi,membina dan
tugas bidang perencanaan dan serta
pengendalian izin usaha dan pengelolaan sistem informasi industri.

Pasal 15

Dalam
Bidang

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,

a. perumusan kebijakan Smbinaan dan
tugas bidang Perencanaan dan

Industri;
b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan

tugas bidang Izin Usaha
dan Pengelolaan Sistem Informasi

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Bidang Perindustrian, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
tugas dan fungsi koordinasi serta

kegiatan Bidang melalui penetapan sebagai
ruang lingkup tugasnya dansesuai dengan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a.
b.

Perencanaan dan Pem tri;dan
lzirr

Sistem Informasi Industri.

(a)Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan tugas dan
kegiatan sesuai dengan tugas

Pasal 17

Subkoordinator Perencanaan dan Pembangunan Industri mempunyai

c.

b.

tugas
teknis,

bahan perumusan
serta melakukan

pembangunan industri, yang meliputi:
a. men]rusun rencana

koordinasi dan
dalam rangka

dan melaksanakan kebiiakan
di bidang perencanaan dan

industri;
sinkronisasi penlrusunan kebliakan
penguatan industri nasional dan
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c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
pembangunan sumber daya industri;

d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
pembangunan sarana dan prasarana industri;

e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
pemberdayaan industri dan peran serta

f. melaksanakan evaluasi terhadap
masyarakat;

g. melaksanakan
industri;dan
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Peridustrian sesuai dengan tugas

Pasal 18

jabatannya.

Izin Usaha dan Pengelolaan Sistem
Informasi Industri tugas bahan perumusan
dan melaksanakan kebiiakan teknis, serta mel,akukan pembinaan di
bidang
industri

pengendalian izin usaha dan pengeloLaan sistem informasi
yang meliputi:

izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha
(IUKI), dan izin
kabupaten, yang

rencana

rencana

rTencana

rencana

a.
industri, (IPUD, izin usaha kawasan industri
perluasan kawasan industri (IPKI) kewenangan

b.

meliputi:
1. melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI,

IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupa.ten dalam Sistem
Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan
Sistem Pelayanan Perjzrr:ian Berusaha; dan

2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan
di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan

IUKI dan IPKIinformasi industri untuk IUI, IPUI,
Kabupa.ten, yang meliputi:

dan analisis
lain linglup

fasilitasi
data industri, data kawasan industri serta data
Kabupaten melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);

diseminasi, publikasi data informasi dan analisa
industri Kabupaten melalui SIINas;dan

penrantauan dan evaluasi Kepatuhan Perusahaan
Industri dan Perusahaan Kanrasan Industri Lingkup Kabupaten
dalam Data ke SIINas.

c. melaksanakan penatausahaan i2irtl
yang

Langsung panas

prosedur dan persyaratan id:rtr perranfaatan
langsung panas bumi dalam daerah

dan informasi i?inmenlrusun rekomendasi
Langsung panas bumi dalam daerah kabupaten;dan

dan mengawasr perizinan

1.

2.

3.

bumi dalam daerah kabupaten, meliputi:
1.

2.

3.
langsung panas bumi dalam daerah kabupaten.
tugis kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Peridustrian sesuai dengan tugas
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Bagran Kelima
Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Pasal 19

(f ) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala DINPERINTRANSNAKER.

(2) Bidang Tenaga Kerja dan
Bidang.

dipimpin oleh Kepala

Pasal 2O

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebljakan
teloris, membina, dan bidang
produktivitas dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebljakan teknis, koordinasi, pembinaan

tugas bidang
dan
dan

d.

Penempatan Tenaga Kerja;
b. penyiapan perumusan keb{akan teknis, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian pelaksanaan tugas bidang Hubungan Industrial;
c. penyiapan perumusan kebilakan teknis, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian pelaksanaan tugas bidang Transmigrasi;dan
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

DINPERINTRANSNAKER sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal22

(1) Susunan Organisasi Bidang Tenaga Kerja dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas
Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
tugas dan fungsi koordinasi serta
Tenaga Kerja dan

Koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan
jawab kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja dan

(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a.
b.
c.

Subkoordinator Produktivitas dan Penempatan Tenaga Keda;
Subkoordinator Hubungan Industrial;dan

9
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(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diiabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangrrya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 23

10

Subkoordinator Produktivitas dan Penempa.tan Tenaga Kerja
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan
kebiiakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang Produktivitas
dan Penempatan Tenaga Kerja, yang meliputi:
a. men]rusun Rencana Tenaga Kerja (RTK), meliputi:

l. menyusun nencana tenog, kerja malro;dan
2. men5rusun rencana tenaga kerja mikro.

b. menyelenggarakan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan
kerja, meliputi menyediakan sumber daya perizinan lembaga
pelatihan kerja secara terintegrasi;

c. menyelenggarakan konsultasi produktivitas tingkat daerah
kabupaten, meliputi pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada
perusahaan kecil;

d. mengukur produktivitas pada perusahaan kecil, meliputi
melaksanakan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga
kerja;

e. memberikan pelayanan antarkerja di daerah kabupaten, 5rang
meliputi:
1. menyediakan sumber daya pelayanan antar kerja;
2. melaksanakan peLayanan antar kerja;
3. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari

kerja;
4. menyelenggarakan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan;dan
5. melaksanakan perluasan kesempatan kerja.

f. menerbitkan izin kmbaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
(LPTKS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten, yang meliputi:
1. menyediakan sumber daya perizinan kmbaga Penempatan

Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) secara terintegrasi;dan
2. mengawasi dan mengendalikan Lembaga Penempatan Tenaga

Kerja Swasta (LPTKS).
g. mengelola informasi pasar kerja, yang meliputi:- 1. melaksanakan pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi

pasar kerja online;
2. menyelenggarakan pelayanan dan penyediaan informasi pasar

kerja;dan
3. menyelenggarakan job fair I bursa kerja.

h. membeiikan pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di derah
kabupaten, yang meliputi:
1. memberikan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran

Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI);
2. menyedialian layanan terpadu pada calon pekerja migran;dan
3. memberdayakan pekerja migrain Indonesia purna penempatan.

i. menerbitkan perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA)
yang lokasi -kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten, meliputi
meliksanakan koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan l^n'
Menggunakan Tenaga Asing IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu)
daerah kabupaten; dan
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j tugas kedinasan lain diberikan oleh Kepala
sesuai dengan tugasBidang Terr Ee Kerja dan

Pasa724

Subkoordinator Hubungan Industrial mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan kebiiakan teknis, serta
melakukan pembinaan di bidang hubungan industrial, yang

peratuxan dana.

a.

(satu) daerah kabupa.ten, yang meliputi:
1.

kerja bersama trntuk

mengesahkan
mendaftarkan

yang hanya

perselisihan hubungan industrial,

peraturan

b.

anjian
dan sarana hubungan

indsutrial jaminan sosial tenaga kerja serta
dan

daerah
mogok kerja dan penutupan perusahaan di

yang

2.
3.

hubungan

1. melaksanakan pencegahan
mogok kerja, dan

dari 1 (satu) daerah
1

2.
berasal dari 1 (

3. melaksanakan
4. melaksanakan

perusahaan yang
di 1 (satu) daerah

penutupan
berakibat/ pada
Kabupaten;
melaksanakan
mogok
berakibat/

kerja, dan penutupan
pada kepentingan

Kabupaten;

Pasal 25

perumusan dan
pembinaan di bidang transmigrasi, yang meliputi:

persebaran

Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan
melaksanakan keb{iakan teknis, serta melakukan

2

di 1 (satu)

hubungan industrial,
yang

daerah

yang berasal

c

yang meliputi:
dan sinkronisasi kerjasama

yang berasal dari I (satu) daerah

pemindahan dan penempatan transmigran yang
satu) daerah

lingkungan baru transmigran di

11
3 5 6t 7 n

,]

5.
kawasan

pelatihan

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.56&t=9


b. meLaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Tenaga Kerja dan sesuai dengan tugas
J

BAB TV

UPT

Pasal 26

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas
teknis penunjang tertentu di lingkungan dinas dapat dibentuk UPT.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) dipimpin oleh Kepala UPT
yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala
D

Pasal2T

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud
dalam pasal 26 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

(1) Pejabat sebagai pelaksana teknis
tungsional pada DINPERINTRANSNAKER.

(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan jawab secara langsung
kepada Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat
atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

(3) Kedudukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis danjenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada
aya.t (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan
undangan.

I

s! rlr 7 trt.
'$

1 t+
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Jabatan F ungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan
Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan

Pasal 29

Pasal 32

tugas, Kepala

VI

Kepala D

TATA KER.IA

Pasal 3O

INPERINTRANSNAKER, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbaeian, Subkoordinator, Kepala UPI, dan Jabatan
dalam tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupa.ti.

Pasal 31

Kepala DINPERINTRANSNAKER, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT, dan Jabatan F ungsional
dalam tugasnya
manaJemen yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang
tugas masing-masing.

Dalam
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala
UPT, dan Jabatan wajib prinsip
integrasi dan sinkronisasi secara vertikal firaupun horizontal baik ke
dalam maupun antar satuan organisasi dalam
Daerah serta instsnsi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

(1) Kepala

Pasal 33

DINPERINTRANSNAKER, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
, Subkoordinator, dan Kepala UPT, bertanggung jawab

dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan
serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas barvahan masing-
masing.

(2) Kepala DINPERINTRANSNAKER, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian, Subkoordinator, dan Kepala UPT wajib mengikuti dan
mematuhi petur{uk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan
masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

,o
'{-
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(3) Dalam laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapat kepada unit kerja/ satuan
organisasi lain yang secara fungsional hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala
Sekretaris, Kepala
bawahan dapat

, dan Kepala UPT dari

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

Jenjang jabatan dan serta diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Su
DINPERINTRANSNAKER, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala

Kepala UPT, dan Jabatan

diolah dan
penJrusunan laporan lebih
memberikan petunjuk kepada

lanjut dan
bawahan.

bahan
untuk

oleh pejabat yang berwenang sesuaidiangkat dan
ketentuan peraturan

(1) DINPERINTRANSNAKER
jenis jabatan aparatur
dan analisis beban kerj

Pasal 36

wajib menyusun kebutuhan jumlah dan
sipil negara berdasarkan analisis jabatan

Pasal 37

a.

(2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil
negara se dimaksud pada ayat (l) dilakukan untuk
jangka waktu 5 (lima)
berdasarkan prioritas ke

diperinci per I (satu) tahuntahun yang
butuhan.

BABVIII

KETEI{TUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Bupati
Tahun

ini mulai berlaku Peraturan Bupa.ti
Purworejo Nomor 71 2O21 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja Kabupa.ten (Berita Daerah

Tahun 2021 Nomor 71 Seri

14
t ,f

\
5 ?tI 7 Y t

T

dinyatakan tidak berlaku.
D Nomor 18), dicabut dan
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Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanegal I Jalrruari 2O22.

Agar setiap orang
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo,

di : Purworejo
pada tanggal : 2l toltrle aml

;BUPATI PURWORF^rO,3

TAGUS BASTI.AN

di
pada tanggal : ll to1trfe al21

SEKRETARIS DAERAH PURIIIORE.IO,I

fiSAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO
TAHUIIET2fiOMOR'T SERID NOMOR {'

,6 TI \
5 6 r 7

l+
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I.AMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR 

'I 
TAHUN 

'2'TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FT'NGSI SERTA TATA KER.JA DINAS PERINDUSTRIAN,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KEzuA
KABUPATEN PURWORE.IO

/BUPATI PURWORE.IO

I

KEPALA
DINPERINTRANSNAKER

JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
PERINDUSTRIAN

JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAGI,AN

UMIIM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG
TENAGAKEzuADAN

TRANSMIGRASI

JABATAN
FTJNGSIONAL

UPT

I

tuI
75 6

v-
1

L6 AGUS BASTIAN
This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.56&t=9

